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Ikhtisar Putusan

Pemohon merupakan perorangan warga negara Indonesia beragama Katolik
yang menurut Pemohon sebagai bagian dari masyarakat yang tidak dikenai
pembatasan halal atau tidak halal, Pemohon merasa dengan diberlakukan UU
33/2014 pada bulan Oktober 2019 nantinya akan mengalami kesulitan mendapatkan
produk tertentu karena semua produk tersebut sebelum beredar di Indonesia harus
memperoleh sertifikat halal sebagaimana konsep halal yang diajarkan oleh agama
Islam, sehingga Pemohon tidak dapat lagi menikmati produk baik berupa makanan
maupun minuman yang diharamkan, termasuk menggunakan obat-obatan dan barang
gunaan lainnya yang bahan bakunya berasal dari bahan yang diharamkan.

Terkait dengan kewenangan Mahkamah, oleh karena yang dimohonkan oleh
Pemohon adalah pengujian Undang-Undang in casu UU 33/2014 terhadap UUD 1945,
yang menjadi salah satu kewenangan Mahkamah maka berdasarkan Pasal 24C ayat
(1) UUD 1945, Pasal 10 ayat (1) huruf a UU MK, dan Pasal 29 ayat (1) UU Kekuasaan
Kehakiman, Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo;

Mengenai kedudukan hukum (legal standing), menurut Mahkamah terlepas dari
terbukti atau tidak terbuktinya dalil Pemohon perihal inkonstitusional UU 33/2014 yang
dimohonkan pengujiannya, Mahkamah berpendapat bahwa Pemohon telah secara
spesifik menguraikan hak-hak konstitusionalnya yang menurut anggapannya potensial
dirugikan dan telah tampak pula adanya hubungan kausal antara kerugian dimaksud



dengan berlakunya norma UU 33/2014 yang dimohonkan pengujian serta kerugian
tersebut menurut Pemohon tidak lagi terjadi jika Permohonan a quo dikabulkan. Oleh
karena itu, Mahkamah berpendapat Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk
bertindak sebagai Pemohon dalam permohonan a quo.

Bahwa oleh karena permohonan a quo telah jelas maka dengan mendasarkan
pada Pasal 54 UU MK, Mahkamah berpendapat tidak terdapat urgensi maupun
kebutuhan untuk mendengar keterangan pihak-pihak sebagaimana disebut dalam
Pasal 54 UU MK dimaksud.

Bahwa UU 33/2014 merupakan undang-undang yang pertama kali berlaku di
Indonesia yang mengatur secara khusus mengenai jaminan produk halal karena
sebelumnya pengaturan materi terkait dengan produk halal tersebut masih bersifat
parsial yang tertuang dalam berbagai undang-undang, misalnya Undang-Undang
Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009
tentang Kesehatan, serta Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan
dan Kesehatan Hewan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 41
Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang
Peternakan Dan Kesehatan Hewan, sehingga secara teknis tidak mungkin dapat
dijadikan sebagai dasar hukum yang dapat mengikat semua pihak khususnya pelaku
usaha (produsen) terkait dengan penentuan kehalalan suatu produk yang dapat
memberikan jaminan kepada konsumen. Dibentuknya UU 33/2014, selain
memberikan kejelasan pengaturan mekanisme pensertifikatan halal sekaligus
menjawab tantangan perkembangan global saat ini yang tidak hanya untuk memenuhi
kebutuhan masyarakat muslim sesuai dengan ajaran agamanya, tetapi juga
memenuhi kebutuhan masyarakat non-muslim yang menghendaki adanya jaminan
kehalalan produk yang akan digunakan atau dikonsumsinya.

Secara konstitusional diberlakukannya UU 33/2014 merupakan manifestasi
tanggung jawab negara dalam memberikan perlindungan hak masyarakat atas
jaminan hidup yang sehat dan terlindungi dalam beribadah sesuai dengan ajaran
agamanya sebagaimana telah ditentukan dalam UUD 1945. Dalam memenuhi
kebutuhannya, seorang muslim harus memenuhi tuntutan syariat Islam yang
mengharamkan produk tertentu dikonsumsi. Oleh karenanya tanpa ada undang-
undang yang mengatur tuntutan kebutuhan tersebut akan menyebabkan kesulitan bagi
masyarakat muslim untuk memenuhi tuntunan syariat Islam. Dengan demikian, tidak
ada kaitan sama sekali pemberlakuan UU 33/2014 dengan upaya menerapkan syariat
Islam kepada seluruh masyarakat termasuk masyarakat non-muslim sebagaimana
dikuatirkan Pemohon.

Berlakunya UU 33/2014 tidak memberikan larangan bagi pelaku usaha atau
produsen untuk memproduksi produk yang tidak halal sepanjang terhadap produk
tersebut diberi penandaan sebagai “tidak halal” sesuai ketentuan Pasal 26 ayat (2) UU
33/2014. UU 33/2014 tidak menganut “mandatory halal” tetapi menganut “mandatory
sertifikasi halal” yang diikuti dengan proses labelisasi halal. Artinya, terhadap produk
halal wajib mencantumkan logo halal sesuai dengan ketentuan UU 33/2014. Sehingga
siapapun yang akan mengkonsumsi atau menggunakan produk yang beredar di
masyarakat tidak perlu lagi merasa ragu-ragu, khawatir, atau pun takut karena akan
jelas dan terang produk mana yang terjamin kehalalannya dan produk mana yang tidak
halal sesuai dengan label sebagai penandanya. Jadi keberadaan produk halal sama
sekali tidak merugikan, mengurangi, menghilangkan, membatasi, atau mempersulit
hak Pemohon dalam melakukan aktivitas sebagai non-muslim.



Bahwa dalam memahami suatu esensi undang-undang tidak dapat dibaca secara
parsial (bagian per bagian). Pasal 4 UU 33/2014 secara lengkap menyatakan, “Produk
yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di wilayah Indonesia wajib bersertifikat
halal”. Pengertian “produk” dalam Pasal 4 UU 33/2014 tidak dapat dilepaskan dari
ketentuan Pasal 1 angka 1 UU 33/2014 yang selengkapnya menyatakan, “Produk
adalah barang dan/atau jasa yang terkait dengan makanan, minuman, obat, kosmetik,
produk kimiawi, produk biologi, produk rekayasa genetik, serta barang gunaan yang
dipakai, digunakan, atau dimanfaatkan oleh masyarakat’. Dengan demikian, kata
‘jasa” dalam norma a quo haruslah dikaitkan dengan makanan, minuman, obat,
kosmetik, produk kimiawi, produk biologi, produk rekayasa genetik, serta barang
gunaan yang dipakai, digunakan, atau dimanfaatkan oleh masyarakat sebagai satu
kesatuan pengertian. Artinya, jasa yang tidak terkait dengan berbagai produk yang
telah disebutkan di atas tidak menjadi bagian dari pengertian “produk” dalam Pasal 1
angka 1 UU 33/2014.

Bahwa halal atau haram bukan dilihat dari orang yang mengkonsumsi atau
menggunakan produk, tetapi pada produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan
di wilayah Indonesia. Oleh karenanya, sesuai dengan prinsip mandatory sertifikasi
halal maka produk yang harus disertifikasi halal adalah produk yang tidak jelas
kehalalannya (mutasyabihat). Produk yang tidak halal tidak perlu disertifikasi
sebagaimana telah ditentukan pengecualiannya dalam Pasal 26 UU 33/2014.
Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 1 UU 33/2014 maka produk yang dimaksud
tidak hanya pangan olahan sebagaimana didalilkan Pemohon, tetapi termasuk pula
obat, kosmetik, produk kimiawi, produk biologi, produk rekayasa genetik, serta barang
gunaan. Dengan demikian dalil Pemohon tidak beralasan menurut hukum.

Ketentuan Pasal 26 UU 33/2014 merupakan aturan pengecualian terhadap pelaku
usaha yang memproduksi suatu produk yang berasal dari bahan yang diharamkan,
maka diwajibkan mencantumkan secara tegas keterangan tidak halal pada bagian
tertentu dari kemasan produk tersebut yang mudah dilihat, dibaca, tidak mudah
terhapus, dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari produk, sebagaimana
dijelaskan dalam bagian Penjelasan Umum UU 33/2014. Artinya, terhadap produk
yang sejak semula sudah jelas tidak halal maka tidak perlu disertifikasi halal,
melainkan cukup diberi tanda “tidak halal’. Pencantuman tanda “tidak halal”
dimaksudkan untuk memberi tahu kepada masyarakat luas sehingga masyarakat
dapat memilih antara produk yang halal dan yang tidak halal. Dengan demikian, tidak
terdapat norma dalam UU 33/2014 yang melarang produsen untuk memproduksi dan
memasarkan produk yang tidak halal sepanjang diberi label “tidak halal”.

Adanya ketentuan norma Pasal 26 UU 33/2014 telah sesuai dengan asas dan
tujuan pembentukan UU 33/2014 (vide Pasal 2 dan Pasal 3 UU 33/2014). Oleh
karenanya tidak ada pertentangan norma Pasal 26 ayat (2) UU 33/2014 dengan Pasal
28F UUD 1945 sebagaimana didalilkan Pemohon. Dengan adanya kejelasan penanda
produk “tidak halal” justru memberikan kejelasan informasi yang merupakan hak
publik, terutama hak konstitusional masyarakat muslim sesuai dengan ajaran
agamanya. Selain itu tidak ada pula relevansinya Pemohon mempertentangkan Pasal
26 ayat (2) UU 33/2014 dengan Pasal 28G UUD 1945 terkait dengan hak Pemohon
untuk hidup sejahtera karena Pemohon tetap dapat menggunakan atau
mengkonsumsi produk yang tidak halal sesuai dengan adat kebiasaan yang didalilkan
Pemohon. Dengan demikian dalil Pemohon tidak beralasan menurut hukum.

Terhadap dalil Pemohon yang menyatakan norma Pasal 65 ayat (2) UU 33/2014
bertentangan dengan Pasal 5 ayat (2) UUD 1945 dengan alasan Pemerintah telah



melampaui batas waktu 2 (dua) tahun sejak UU 33/2014 diundangkan namun belum
juga menerbitkan peraturan pemerintah sebagai pelaksanaan UU 33/2014
sebagaimana diperintahkan Pasal 65 ayat (2) UU 33/2014. Menurut Mahkamah
permasalahan yang dimohonkan pengujian tersebut merupakan persoalan
implementasi norma dan bukan merupakan masalah konstitusionalitas norma,
sehingga bukan merupakan kewenangan Mahkamah untuk menilainya.

Menurut Mahkamah dalil Pemohon mengenai penundaan keberlakuan Pasal
67 UU 33/2014 karena belum ada aturan pelaksanaan dari undang-undang a quo,
adalah tidak beralasan karena hal demikian merupakan ranah kewenangan
pembentuk Undang-Undang, terutama Pemerintah dalam mengimplementasikan
secara efektif ketentuan-ketentuan UU 33/2014. Dalil tersebut tidak memiliki korelasi
dengan persoalan konstitusionalitas norma sehingga tidak ada alasan konstitusional
bagi Mahkamah untuk mempertimbangkan penundaan keberlakuan UU 33/2014
sebagaimana dimohonkan dalam permohonan a quo. Belum diterbitkannya peraturan
pelaksanaan sebagaimana dimaksud Pasal 65 UU 33/2014 tidak menjadikan UU
33/2014 bertentangan dengan UUD 1945. Namun demikian, perlu diingatkan agar
Pemerintah segera mengeluarkan peraturan pelaksana dimaksud sehingga tidak
timbul keragu-raguan dalam pelaksanaannya. Berdasarkan pertimbangan demikian
permohonan Pemohon mengenai Pasal 65 dan Pasal 67 UU 33/2014 adalah tidak
beralasan menurut hukum.

Dengan demikian dalam amar putusan Mahkamah mengadili menolak
permohonan Pemohon untuk seluruhnya.



